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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR:9 TAHUN2OO5

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menrmbang

BUPATI BEKASI

bahwa arr merupakan salah satu sumber daya alam
yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan
dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan
keselahteraan umum, sehrngga merupakan modal
dasar dan faKor utama pembangunan,

bahwa untuk melestarrkan fungsr arr perlu drlakukan
pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air secara bijaksana dengan
memperhatrkan kepentingan generasl sekarang dan
mendatang sarta keseimbangan ekologis,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kahrupaten dalam
Lingungan Propinsi Jawa Barat (Berita l.Jegara Tahun
1e50);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 197 4 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran
I'legara Tahun 1974 I'lomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19E4 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Rl Tahun 1984
Norfior 22 TarfibaHaH LerfiDdFaFt r{egdra |\l f\eHtttF
3274\
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Undang-Undang Nomor ')3 Tahun 1992 tentang
Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara f'lomor 3495);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Rr-rang (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkr-rngan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 1U Tahun 2A04 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran f'legara Tahun 2AO4 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2OO4 Nomor 123. Tambahan Lembaran Neqara
Nomor 4437),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982
l'fomor 37, Tambahan Lembaran Negara f.lomor
3225);

Peraturan Pemerrntah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai {Lemb'aran Negara Tahun 1991 Nomor 44.
Tambahan Lembaran f'legara Nomor 3445);

Peraturan Pemerrntah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999 tentano
Pendirian Perum Jasa Tirta ll

Peraturan Pemerrntah Nomor 25 Tahun 2U00 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
J 6 J V I ;



14. Peraturan Pemertntah 77 Tahun 2001 tentang lrtgasr
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 20Ul tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 153);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23
Tahun 2000 tentang tata Cara dan Teknik
Penyusunan Raperda dan Raperda Perubahan
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor g Seri D)

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang drmaksud dengan

a Daerah adalah Kabupaten Bekasr.

b Pemerintah Daerah adalah Pemerrntah Kabuoaten
Bekasi

c Bupati adalah Bupati Bekasr

d Drnas adalah Drnas Pengendalian Dampak Lrngkungan
dan Pertambangan Kabupaten Bekasi.



Korporasi Pengelola Wtlayah Sungai adalah instttust
pengelola wilayah sungai yang menerapkan konsep
korporatisasi dalam pengelolaan wilayah sungai yang
berbentuk BUMN

Air adalah semua air yang terdapat dtatas dan dtbawah
permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

Sumber arr adalah wadah air yang terdapat dtatas dan
dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian
ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk
dan muara.

Pengelolaan kualitas arr adalah upaya pemehharaan atr
sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai
dengan peruntukkannya untuk menjamin agar kualitas
air tetap dalam kondisr alamiahnya.

Pengendalran Pencemaran Air adalah upaya
pencegahan dan penanggttlangan pencemaran air serta
pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar
sesuar dengan bal<u mutu atr.

Mutu arr adalah kondtsr kualrtas arr yang drukur dan atau
diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan
metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kelas arr adalah perrngkat kualitas arr yang dinilar masih
layak untuk cfimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Krrterra mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk settap
kelas air.

Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang
memuat potensi pemanfaatan atau penggLrnaan air,
pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik
kualitas maupun kuantitasnya dan atau fungsi ekologis.

Baku mutu arr adalah batas atau kadar makhluk hrdup,
zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada
dan atau unsur pencemaran yang ditenggang
keberadaannya dalam arr



Status Mutu Arr adalah tingkat l<ondisr mutu air yang
menunjurkkan kondisi cemar atau kondisi hraik pada
suatu sumber air dalam wal<tu tertentu dengan
membandrngkan dengan baku mutu arr yang dftetapkan.

Pencemaran atr adalah masuknya atau drmasukkannya
makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air
turun sampar kettngkat tertentu yang menyebabkan arr
tidak berfungsi sesuai dengan prerr-rntukkannya.

Peruntukan air adalah rencana pendayagunaan atr
u ntuk pemanfaatan tertentu.

Sumber pencemaran adalah setrap kegratan membuang
dan memasukan makhluk hidr-rp, zat, energi dan
komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu
kedalam sumber arr.

Mutu arr sasaran adalah mutu arr yang drrencanakan
untuk dapat diwujudkan dalam jangka waKu tertentu
melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya
lainnya dalam rangka pengelolaan kualfias arr dan
pengendalian pencemaran air .

Beban pencemaran adalah lumlah suatu parameter
pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.

Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan
air pada sumller air menerima beban pencemaran
limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualrtas air
sehrngga baku mutu arr yang drtetapkan sesuat dengan
peruntukkannya.

Baku mutu lrmbah carr adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan lumlah unsur pencemaran yang
ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari satu
usaha dan atau kegiatan.

l ln pembuangan lrmbah cair adalah iJrn yang harus
dibuat oleh satiap orang atau badan usaha yang
membuang limbah cair ke badan penenma
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Pemrakarsa kegratan adalah orang atau badan hukum
yang bertanggungjawab terhadap suatu usaha dan atarl
kegiatan.

Keadaan Darurat adalah kondisi yang sedemtktan rupa
sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan
segera yang mengandung resiko terhadap lingkungan
hidup demi kepentingan umum.

Pasal 2

Pengelolaan kualrtas air dan pengendaltan pencemaran
air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan
ekosistem.

Keterpaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan kualitas atr dan
pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat
drkerlasamakan dengan korporasr pengelola wilayah
sungai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kerlasama sebagarmana dlmaksud pada ayat (1) Pasal
ini meliputi kegiatan :

a.  Perencanaan;

b. Pelaksanaan ,

c. Pengawasan dan pengendalian.
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BAB I I

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Pengelolaan kualrtas arr dilakukan dengan tuluan untuk
menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai
peruntukkannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya
atau sesuar dengan baku mutu arr yang dfietapkan.

Pengendalran pencemaran arr dilakukan dengan tuluan
untuk menjamin kualitae air agar sesuai dengan baku
mutu air melalui upaya pencegahan dan
penanggulangan pencemaran arr serta pemuhhan
kr-ralitas air.

Upaya pengelolaan kualitas arr sebagarmana drmaksud
ayat (1) Pasal ini dilakukan pada sumber air.

BAB III

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 5

Pemertntah Daerah mempunyar kewenangan melakukan
pengelolaan kualitas air cli wilayahnya yang
dilaksanakan oleh Dinas teknis, yang meliputi kegiatan

a. Fenyusunan rencana pendayagunaan arr;

b Penetapan klasrfrkasr mutu arr ;

c. Penetapan kriteria mutu air ;

d. Penetapan status mutu arr;

e. Penetapan baku mutu arr sasaran

f. Pengulran kualrtas arr;

(3)

(1 )



(1 )

(2j Pelaksanaan kewenangan sebagaimana drmaksud ayat
(1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Air

Pasal I

Pemerintah Daerah menetaokan rencana
pendayagunaan air.

Dalam merencanakan pendayagunaan arr sebagarmana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib memperhatikan
fungsi ekonomis, fungsi sosial, nilai-nilai agama serta
adat istradat yang hrdup dalam masyarakat setempat.

Rencana pendayagunaan arr sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, melipurti potensi pemanfaatan atau
penggunaan air, pencadangan air, berdasarkan
ketersedtaannya baik kualrtas maupun kuantitas dan
atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Dan Kriteria Mutu Air

Pasal 7

(1) Klasrfikasi mutu arr drtetapkan menladi 4 (empat) kelas :

a. Kelas satu, air yang peruntukkannya dapat
digunakan baku arr minum dan atau diperuntukkan
lain yang mempersyamtkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut;

b. Kelas dua, arr yang peruntukannya dapat
digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air,
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air
untuk mengarri pertanaman dan atau peruntukan
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut;

/ t \
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c. Kelas trga, air yang peruntukkannya untuk kegiatan
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan lain
sebagainya;

d. Kelas empat, arr yang peruntukkannya dapat
digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau
peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kriterra mutu air dari setrap kelas air sebagarmana
dimaksLtd dalam ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan
kriteria mutu air berdasarkan Peraturan Perundano-
undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penetapan kelas air sebagarmana dlmaksud dalam
pasal 7 ditetapkan Berdasarkan Peraturan tkerah;

Penetapan kelas arr sebagarmana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, diajukan berdasarkan pengkajian yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
wewenangnya sesuar dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemantauan Kualitas Air Dan Status Mutu Air

Pasal 9

Pemantauan kualitas arr pada sumber air yang berada
diwilayah Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Instansi
yang bertanggungjawab.

Pemantauan kualitas air sebagatmana dimaksud dalam
ayat (1) Paeal ini, dilakukan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sekali.

{  t )
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Pasal i0

S-tatus mutu air drtetapkan untuk menyatakan :

a. Kondrsr cemar apabrla mutu arr tidak memenuhr baku
mutu air, dan

b. Kondsr baik apabrla mutu atr memenuhr baku mutu
atr.

Dalam hal status mutu atr menunlukkan kondsi cemar
maka Br-rpati dapat menunjurk instansi teknis yang
benvenang untuk melakukan upaya penanggulangan
pencemaran dan pemulihan kualitas arr sesuai dengan
baku muiu lingkungan yang telah ditetapkan.

Dalam hal status mutu air bail< maka Bupati sesual
dengan kewenangannya mempertahankan clan atar_r
meningkatkan kuafitas air.

Pasal 11

Bupatr dapat menunluk laboratorrum yang telah
terakreditasi yang ada diwilayahnya dan atau
menyediakan labolatorium sendiri untuk melakukan
analisrs mutu atr dan mutu air hmbah.

Dalam hal Bupati belum menunluk laboratorrum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka
analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh
laboratorrum yang ditun1uk oleh Gubernur Jawa Barat.

Laboratorium sebagalmana dimaksud dalam ayat {1)
Pasal ini, harus mempunyai prosedur penanganan
limbah laboratorium atau instalasi pengolah limbahl

Dalam hal perbedaan hasil analisrs mutu arr atau arr
limbah dari dua aiau lebih laboratorium, verifikasi ilmiah
dilakukan dengan menggunakan laboratorium ruiukan
nasronal.



BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 12

(1) Dinas melakukan pengendalian pencemaran arr pada
sumLrer air yang berada di daerah.

(2) Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
pengendalian pencemaran air pada eumber air,
berwenang untuk :

a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;

b. Melakukan rnventarisasi dan rdentrfikasi sumber
pencemar;

c. Menetapkan persyaratan arr hmbah untuk aplikasr
pada tanah;

d. Menetapkan peryaratan pembuangan air limbah ke
air atau sumber air;

e. Memantau kualitas air pada sumber arr;

t. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan
mutu air.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagarmana drmaksud ayat
(1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut ofeh Bupati.

Pasal 13

(1) Penetapan daya tampung beban pencemaran drlakukan
secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
sekali.

(2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a pada
Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk:

a. Pemberran lzrn Lokasr;



Pengelolaan Arr dan Sumber Air;

Penetapan Rencana Tata Ruang;

Pemberian iJin Pembuangan Arr Lrmbah;

Penetapan mutu air sasaran dan program ker1a
Pengendal ian Pencemaran .Air.

Bagian Kedua

lzin Pembuangan Limbah Gair

Pasal 14

(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang hmbah
cair ke badan air penerima dikenakan retribusi ijin
pembuangan limbah cair,

(2) Retribusi sebagarmana dimaksud dalam ayat (1) Pasat
ini, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

(3) Permohonan ilrn sebagalmana drmaksud dalam ayat (1)
pada pasal ini didasarkan pada hasit kajian Anatisis
Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pematauan
Lingkungan (UPL)

(4) Dalam penetapan persyaratan sebagarmana dtmaksud
ayat (1) pada pasal ini bagi air limbah yang mengandung
Radioaktif wajib mendapat rekomendasi tertulis dari
Lembaga Pemerrntah yang bertanggung1awab drbrdang
tenaga atom.

Pasal 15

Setrap Orang atau Badan dilarang membuang [mbah padat,
cair atau gas kedalam air atau sumber air.

E .
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Bagian Ketiga

Penanggulangan Darurat

Pasal 16

Setrap usaha dan atau kegratan wajib membuat rencana
penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat
dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Dalam hal terJadi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka
penanggungjawab kegiatan dan atau usaha wajib
melakukan penanggulangan dan atau pemulrhan.

BAB V

PENANGANAN PENCEMARAN AIR

Pasal 17

Setrap orang atau Badan yang menduga atau
mengetahui terjadinya pencemaran air dapat
melaporkan kepada Dinas yang berwenang.

Drnas yang bertanggunglawab menenma laporan
sehagaimana dimaksr-rd dalam ayat (1) Pasal ini, wajib
mencatat antara lain:

a. Tanggal pelaporan;

b. Waktu dan tempat,

c. Perrstrwa yang terladi;

d Sumber penyebab ldrduqa Pelaku;

e. Perkrraan dampak.

Drnas yang bertanggunglawab menenma laporan
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
selanjutnya melaporkan kepada Bupati.

/ ? \



(4) Bupatr sebagarmana dimaksud dalam ayat (3) pada
Pasal ini, segera melakukan verifikasi untuk mengetahui
tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap
pengelolaan kualitas dan atau ter.ladinya pencemaran
4ff .

Apabrla hasil verifikasi sebagarmana dtmaksud dalam
ayat (4) pada Pasal ini menunjr-rkkan telah terjadinya
pelanggaran, maka Bupati wajib memerintahkan
penanggung.lawab usaha dan atau kegratan untuk
menanggLrlangi pelanggaran dan atau pencemaran air
beserta dampaknya.

Pasal 18

Dalam hal penanggungjawab usaha dan atau kegiatan ttdak
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (5) pada Peraturan Daerah' ini, Bupati dapat
melaksanakan dan menugaskan pihak kettga untuk
melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha
dan atau kegiatan yang bersangkutan

Pasal 19

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atau
pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan
pensemaran air dan pemulihan kualitas air waiib
menyamparkan laporannya kepada Bupatr.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 20

Setrap orang atau badan mempunyar hak yang
atas kualitas air yang baik.

/E \
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(2) Setrap orang atau badan mempunyar hak yang sama
runtuk mendapatkan informasi mengenai staturs mutu air
dan pengelolaan kualitas air serta penoendalian
pencemaran air pada sunoar/ kali vano telah ditetaokan
melalui Surat Keputusan Bupati.

(3) Setnp orang atau badan mempunyai hak untuk
berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air
dan pengendalian pencemaran air sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Setrap orang atau badan wajrb .

a. Melestartkan kualrtas air pada sumber arr sebagarmana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

tr. Mengendalrkan pencemaran atr pada sumber atr
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini

c. Setrap oranq vano melakukan usaha dan atau keoiatan
berkewaiiban memberikan infomasi yang benar dan akurat
menqenai pelaksanaan kewaiiban penqelolaan kudlitds air
dan penoendahan pencemaran arr.

Pasal 22

Pemenntah Daerah warib memberrkan rnformasr kepada
masvarakat menqenai penoelofaan kuafitas air dan
penqendalian pencemaran air
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BAB VII

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 23

Setrap usaha dan atau kegiatan yang al€n
memanfaatkan air limbah industri wajibr mendapat izin
tertulis dari Bupati melalui Dinas.

Permohonan ilin sebagaimana drmaksud dalam ayat i1)
pada pasal ini didasarkan pada hasil kajian Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan. atau Kajian Upaya
Pengelolaan Lrngkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL)

Ketentuan mengenar syarat tata cara penltnan dratur
lebih lanjut oleh Br-rpati dengan memperhatikan
pedoman yang ditetapkan oleh Mentri.

Bagian Kedua

Pembuangan Air Limbah

Pasal 24

Setrap Penanggunglawab usaha dan atau kegratan yang
membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah
dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan
memperhatrkan baku mutu arr l imbah.

Pasal 25

(1) Setrap usaha dan atau kegiatan walib melakukan kalran
mengenai pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke
aii atau sumber air.

(3)



(2) Hasil kalian sebagamana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini meliputi sekurang-kurangnya :
a. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
b. Pengaruh terhadap kualrtas tanah dan air;
c. Pengarurh terhadap pembudidayaan ikan , hewan dan

tanaman

i3) Apabrla berdasarkan hasil evaluasr sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini menunjukkan
bahwa pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke air
atau sumber arr layak lrngkungan maka Bupatr
menerbitkan ijin Pembuangan dan Pemanfaatan Arr
Limbah.

(4) Ketentuan mengenar syarat dan tata cara perilrnan
Pemanfaatan Air Limbah Induetri diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

BAB VIII

PEMBINA,AN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pembrnaan untuk menrngkatkan
ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan
dalam pengelolaan kualrtas air dan pengendalran
pencemaran arr.

(2) Pembtnaan sebagarmana drmaksud dalam ayat (1)
Pasal ini meliputi :

a. Pemberran penyuluhan mengenar Peraturan
Perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan hidup;

b. Penerapan kebilakan insentrf dan desinsentif.

(3) Bupati melakukan upaya pengelolaan dan atau
premLrinaan pengelolaan air limhrah rumah tangga.



(4) Upaya pengelolaan air lrmbah rumah tangga dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun
sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga
terpadu.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

Bupati wa.lrb melakukan pengawasan terhadap persyaratan
yang tercantum dalam ijin sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

{1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagatman drmaksud
pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, Dinas yang ditunjuk
Derwenang :

a. Melakukan pemantauan yang meltputi pengamatan,
pemotretan, perekaman audio visr-lal dan
pengukuran;

b. Memrnta keterangan kepada masyarakat yang
berkepentingan, karyawan yang bersangkutan,
konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah
setempat;

c Membuat salinan darr dokumen dan atau membuat
catatan yang diperlukan antara latn dokumen
perij inan, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil
pemantauan, dokumen surat keputusan organisasi
perusahaan;

d. Memasukr tempat tertentu;

e. Mengambil contoh dari arr trmbah yang dihasrlkan, arr
limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan
penolong;



f, Memeriksa peraratan yang drgunakan daram proses
produksi, r_rtilitas dan instalasi pengelolaan Iimbah;

g Memeriksa instarasr dan atau peraratan transportasr;

h. Meminta keterangan dari pihak yang
bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.

(2) Kewenan_gan sebagarmana drmaksud pada ayat (1)
huruf c Pasar ini meripurti pemLruratan denah, sketsa,
gambar, peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 29

{1) Petugas Pengawas dan Dnas dalam melaksanakan tugasnya
wajib dilengkapi surat tugas dan atau tancfa pengenal.

(2) surat tugas dan tanda pengenal akan.ditetapkan kemudran
oleh Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) EJarang srapa melanggar ketentuan pasal 1s,16,,1g,21 ,22 ayat
(1), 23 dan 24 ayat (1) peraturan Daerah ini, diancam pidana
penjara atau kurungan paring rama 3 (tiga) buran dan ataudenda sebanyak-banyaknya np. su uobirdo,uo (rrma puruh
juta rupiah).

(2) Trndak pidana sebarmana drmaksud ayat (1) pasal Inr adarah
pelanggaran.

(3) Trndak prdana serarn peranggaran sebagarmana dimat<sud
pada ayat (2) Pasar ini, yang mengakibailian pencemaran air
dan atau perusakan lingkungan hidup, dikenakan pidana
sesuat peraturan perudang-undangan yang berlaku.



BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Selarn Petabat Penyrdrk Polrt, Pelabat Pegawar Negert Stptl
tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang
khusus sebagat penyidik sebagaimana dtmaksud dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Petabat Penyrdrk Pegawai Negerl Sipii sebagatmana
dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. Menertma laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan ttndakan pertama pada saat itu dttempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangl€ dan memerlKsa
tanda pengenal diritersangka ;

d. Melakukan penyttaan benda dan atau surat;

e. Mengambil srdik lari dan memotret tersangka;

f. Memanggrl orang untuk didengar dan diperil<sa sebagat
tersangka atau saksi,

g Mendatangkan orang ahlr dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghenttan penyrdikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat
oukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
trndak pidana dan selanJutnya melalui penytdtk
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Llmum,
tersangka atau keluarganya;

r Melakukan ttndakan latn menurut hukum yang dapat
dipertanggu ngjawa bkan.



BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup dratur dalam Peraturan Daerah rni
sepan1ang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setrap orang mengetahutnya, memerrntahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2005

BUPATI BEKASI

TTD

H. M. SALEH MANAF

Diundangkan dt Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAEF4{ KABUPATEN BEKAST

H. R. HERRY KOESAERJ. S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN2-C'fiO*O* 2. STRI ,C


